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ABSTRAK

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem
informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, dalam
pelayanan E-KTP masih ditemukan adanya masyarakat yang memiliki Nomor
Induk Kependudukan Ganda karena terjadi dua kali rekam sidik jari dan
masyarakat membuat dua KTP ditempat yang berbeda karena kepentingan dari
masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
bentuk dukungan dan kerjasama yang baik antar kecamatan yang ada di kota
Banda Aceh dan bagaimana pelayanan administrasi kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh melalui aplikasi sistem
informasi administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa
pelayanan pada indikator implementasi terkait disposisi, pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
terkait Nomor Induk Kependudukan Ganda masih lemah karena tidak
dilakukan pengecekan data masyarakat pada saat pendataan penduduk dan
proses pindah datang masyarakat yang tidak terkoordinasi oleh penyelenggara
layanan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang disebabkan
karena kendala jaringan di pusat data pada saat akses layanan kependudukan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mengelola data kependudukan
adanya aplikasi wayerhouse untuk pengecekan data masyarakat serta
pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri
dari operator layanan, verifikator layanan dan pengesahan dokumen oleh
kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.

Kata kunci : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pelayanan
KTP,Nomor Induk Kependudukan Ganda.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat tentunya sangat sering berkaitan dengan
kegiatan kependudukan, karena segala hal dalam kehidupan masyarakat selalu
berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan. Seperti pembuatan Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA)
serta dokumen kependudukan lainnya. Diperlukannya dokumen kependudukan
tersebut memiliki beberapa tujuan dalam kehidupan masyarakat, sebagai warga
negara Indonesia kegiatan pelayanan kependudukan sangat memiliki peran
penting seperti untuk mengurus pendidikan, kesehatan ataupun pekerjaan. Karena
segala hal yang tersebut diatas tentunya memiliki manfaat bagi masyarakat, salah
satunya bisa digunakan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah, dan juga
dengan adanya dokumen kependudukan menunjukkan bahwa masyarakat tersebut

memiliki identitas diri sebagai warga negara.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu aplikasi yang
mengelola layanan kependudukan yang digunakan untuk pemanfaatan data dalam
mengelola database kependudukan masyarakat. Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan bertujuan untuk mengelola data kependudukan secara online,
sehingga ketika melakukan pelayanan kependudukan, sistem kependudukan

terhubung langsung dengan pusat data, serta dengan adanya aplikasi sistem



kependudukan ini dapat memudahkan masyarakat pada saat mengajukan layanan
kependudukan seperti melakukan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) serta yang berkaitan dengan jenis

layanan kependudukan lainnya.

Berdasarkan pelaksanaan pelayanan kependudukan pada Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
Banda Aceh, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan mengacu
pada undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan yaitu Administrasi kependudukan adalah rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi  kependudukan serta pembangunan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.?

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh adalah instansi
yang menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan bertanggung jawab
terhadap permasalahan kependudukan yang terjadi pada masyarakat kota Banda
Aceh. Serta dalam pelaksanaan pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Qanun kota Banda Aceh

Nomor 11 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan Tata kerja perangkatdaerah

! Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.



kota Banda Aceh serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016
tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok untuk
menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang
merupakan salah satukegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah
Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkenaan dengan hal

tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh 2.

Berdasarkan data yang peneliti kutip dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh Tahun 2022, dalam
pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh adanya permasalahan mengenai masyarakat yang memiliki Nomor Induk
Kependudukan Ganda penyebab terjadinya adanya adalah pada saat perekaman E-
KTP terjadi dua kali rekam sidik jari yang diakibatkan karena kesalahan sistem
kependudukan, dan bisa terjadi karena masyarakat membuat KTP di dua tempat
yang berbeda karena kepentingan dari masyarakat seperti untuk mengurus
pendidikan anak, mengurus pekerjaan ataupun kesehatan. Namun, dilain pihak
Nomor Induk Kependudukan Ganda terjadi karena masih lemahnya pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai

penyelenggara layanan kependudukan serta kurangnya koordinasi yang dilakukan

2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



terkait pendataan penduduk dan proses pindah datang masyarakat yang tidak

terkoordinir oleh Sistem Administrasi Kependudukan. 3

Permasalahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan seperti yang
peneliti kutip dihalaman strategis Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tahun
2017-2022, dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
belum optimalnya dukungan sistem dan perangkat jaringan untuk pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan, KTP-EL dan data kependudukan serta adanya
kendala dukungan jaringan komunikasi data antar provinsi ke pusat serta provinsi
ke kabupaten/kotayang menyebabkan proses pelayanan kependudukan menjadi
terhambat. Oleh karena itu, dilakukan penyediaan database kependudukan dan
updating data skala provinsi yang akurat untuk melayani segala pelayanan
kependudukan dan untuk menjaga keamanan data masyarakat dalam Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan.?

Dalam melakukan pelayanan kependudukan masyarakat kota Banda Aceh,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjaga keamanan data
kependudukan, pihak penyelenggara layanan melakukan bentuk dan dukungan
kerja sama yang baik antar kecamatan di kota Banda Aceh mengenai masih
adanya masyarakat yang memiliki NIK ganda, dengan adanya aplikasi wayer
house yang disediakan oleh Dimas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota

Banda Aceh kepada kantor camat yang ada di kecamatan kota Banda Aceh

3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh.
4 https//: drka.acehprov.go.id



tujuannya diberikan aplikasi tersebut adalah untuk memudahkan dilakukannya
pengecekan data kependudukan masyarakat yang ada di setiap kecamatan kota

Banda Aceh.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebagai tanda bahwa warga negara
Indonesia memiliki tanda pengenal dan identitadiri yang terdiri dari Nomor Induk
Kependudukan yang tersimpan dalam database dan telah terdaftar di dalam Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan. Serta dengan adanya Nomor Induk
Kependudukan pada saat mengurus suatu kepentingan, data masyarakat akan
langsung terdeteksi oleh sistem dan dengan mudah mengetahui pemilik KTP. Dan
dengan terdaftarnya Nomor Induk Kependudukan, pemerintah bisa dengan mudah
untuk mengetahui jumlah penduduk, dan pencatatan penting lainnya seperti
angkakelahiran, proses pindah datang masyarakat, serta kualitas dan kuantitas
penduduk.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang
mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi
Administrasi =~ Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam database
kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan
dibidang pemerintahan dan pembangunan. °Berdasarkan Profil Perkembangan
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh,

Penyusunan pelaksanakan kebijakan dan program-program pembangunan yang

5 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



baik memerlukan dukungan dan kerja sama yang baik antar kecamatan yang ada
di kota Banda Aceh sehingga ketersediaan data yang ada lebih akurat, terkini/tepat
waktu, relevan komprehensif, konsisten dan berkesinambungan. Hal ini juga
berlaku untuk data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan
kependudukan baik tingkat propinsi maupun kota sehingga diharapkan
pendayagunaan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan akan dapat
dilakukan secara optimal akurat dan mutahir dalam rangka mendukung
pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi dan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.”
1.2 ldentifikasi Masalah
1. = Masih adanya penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan ganda

dalam pembuatan E-KTP
2.  Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dukungan dan kerjasama yang baik antar kecamatan
yang ada di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh melalui aplikasi SIAK?



1.4  Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.
1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini

mempunyal manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori
dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan serta dapat menambah ilmu pengetahuan
mengenai proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.

b. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi
masukan mahasiswa program studi  Administrasi Negara untuk

mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat. Penelitian ini



merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi

Publik.

1.6. Penjelasan Istilah

1.

Implementasi menurut sudarsono dalam bukunya analisis keijakan publik,
implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian
suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil
dari tujuan yang diinginkan.

Sistem didefinisikan sebagai sekelompok elemen yang terintegrasi denagn
maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Hal pertama yang perlu
di perhatikan dalam suatu sistem adalah elemen-elemennya, tentunya
setiap sistem memiliki elemen-elemennya sendiri, yang satu dengan sistem

yang lain. Namun demikian, susunan dasarnya tetap sama.

Informasi adalah suatu pengetahuan yang berguna untuk pengambilan
keputusan. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar
pengambilan keputusan pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai
informasi. Informasi yang baik adalah informasi yang akurat, tepat waktu,
dan relevan. Informasi yang baik adalah informasi yang akurat, tepat
waktu dan relevan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan
atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses
pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi akan mengolah data
menjadi informasi atau mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi

berguna.



4. Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang
mempertaruhkan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, bersifat
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Laporan

tersebut dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengambil keputusan.

5. Administrasi merupakan pranata sosial yang didalamnya terdapat berbagai
disiplin ilmu yang saling berkaitan, misalnya sosiologi, psikologi, hukum,
ekonomi, teknik, politik. Administrasi adalah organisasi dan manajemen.
Organisasi dapat berarti sebagai suatu proses yaitu proses
pengorganisasian. Dalam hal ini berarti bagaimana caranya pekerjaan dan
sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasi diatur dan dialokasikan
diantara para anggota organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha-usaha
para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam
organisasi, guna mencakup tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini
manajemen diartikan sebagai proses pemanfaatan sumber-sumber melalui
fungsi-fungsi manajemen adalah 5M (Man, Money, Method, Materials,
Machine), dan fungsi manajemen menurut Gullick adalah Planning,
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting atau Budgeting

(POSDCRB).



6. Administrasi Kependudukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 adalah rangkaian kegiatan penataan penertiban dalam penerbitan
dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
Dimana pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan
penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan. Dokumen
kependudukan adalah berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum
sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan publik dalam

pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

BAB |1

Untuk memudahkan pendekatan penelitian ini, maka peneliti melakukan

review beberapa penelitian terdahulu yang akan diuraikan dalam tabel berikut :

observasi,
metode

NO. | Nama | Judul (Thn) Metode Hasil Penelitian

1 Dandy. | Implementasi Penelitian ini | Hasil penelitian mengenai
A.D. Kebijakan SIAK | dilakukan Implementasi  Kebijakan  SIAK
Dalam dengan Dalam Meningkatkan Tertib
Meningkatkan penelitian Administrasi Kependudukan adalah
Tertib kualitatif. Berdasarkan Perda kabupaten Berau
Administrasi No0.30 Tahun 2011, Kebijakan SIAK
Kependudukan. di kabupaten Berau diberlakukan
(2014). sejak tahun 2008, namun sampai
saat ini dari 13 kecamatan yang ada
hanya 4 kecamatan yang tersambung
menggunakan SIAK (karena masih
semi online/menggunakan GSM

atau masih dengan manual.
Yang menjadi faktor
penghambatnya adalah kondisi jarak
jauh yang sulit dijangkau dan
jalannya masih kurang baik dan
memerlukan dana yang cukup besar.
2 Sri Analisis Penelitian ini | Penelitian ~ ini  menggambarkan
Muliati | Pelaksanaan menggunakan | fenomena  pelaksanaan  Sistem
Sistem Informasi | penelitian Informasi Administrasi
Administrasi kualitatif Kependudukan pada Dinas
Kepedudukan deskriptif. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(SIAK) Pada | Metode di kabupaten Siak Indrapura. Hasil
Dinas pengumpulan | Penelitian ini adalah Pelaksanaan
Kependudukan data yang | Sistem  Informasi  Administrasi
dan Pencatatan | dilakukan Kependudukan pada Dinas
Sipil kabupaten | adalah dengan | Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SIAK (2019) metode pada kabupaten Siak belum berhasil

dan berjalan dengan baik.
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wawancara
dan  metode
dokumentasi.

Perbedaan kedua Penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang pertama meneliti tentang Implementasi Kebijakan SIAK Dalam
Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Berau.

2. Penelitian kedua meneliti tentang Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kabupaten Siak.

3. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang Implementasi
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai masih ditemukannya
penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan ganda di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.

2.2 Teori Kebijakan

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian
tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
Kebijakan adalah seperangkat aturan pemerintah yang dimulai dari analisis
kebijakan sampai tahap evaluasi kebijakan sebagai regulasi dengan tujuan untuk
mensejahterakan rakyat. Kebijakan merupakan tahap awal dilakukannya sebuah
peraturan sebelum peraturan tersebut akan di implementasikan dalam kehidupan

masyarakat, serta kebijakan juga mengatur kehidupan masyarakat dari segi politik,
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ekonomi dan budaya, sehingga tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik
dari pelaksanaan sebuah kebijakan.®
2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang di lakukan setelah kebijakan
ditetapkan atau disetujui. Pada tahap implementasi kebijakan, instansi
penyelenggara akan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya
untuk mencapai tujuan terhadap kebijakan yang akan dijalankan. Dalam
implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain,hambatan politik,
ekonomi dan lingkungan, kelemahan institusi, ketidakmampuan Sumber Daya
Manusia dibidang teknis dan administratif, kekurangan dalam bantuan teknis,
kurangnya desentralisasi dan partisipasi. Semua hambatan ini dapat dengan
mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan dari luar.

Selanjutnya tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam
"Policy inputs and Policy Process”, Policy Inputs berupa masukan sumber daya,
sedangkan Policy Process berkaitan dengan kegiatan administratif, organisasional,
yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (outputs)
dan dampak (impact) kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, adanya hambatan
dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan
seperti Sumber Daya Manusia, dana, struktur organisasi, informasi, saran dan
fasilitas yang dimiliki. Dan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua

kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses

8 Harbani Pasolong.2020. " Teori Administrasi Publik.” (Bandung:Alfabeta). HIm.46
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implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok

sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

Dalam proses implementasi terdapat beberapa indikator pada pelaksanaan

implementasi kebijakan sebagai berikut : 7

1. Komunikasi, adanya kejelasan menyangkut proses penyampaian informasi dan
konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup, informasi yang
dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna
melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan.

3. Disposisi, yaitu sikap pelaksana penyelenggara layanan dan komitmen
pelaksana dalam menjalankan program.

4. Struktur Birokrasi, yaitu didasarkan pada Standard Operating Procedure yang
mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

2.2.2 Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang
bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tatanan

praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar .

proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan

perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan

" Edward 111, George C. (edited). 1984. “Implementasi Kebijakan Publik.” HIm.8
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kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik
yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah
diharapkan oleh instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau
peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut
beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan
kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.®

2.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tentunya terdapat faktor
pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan oleh instansi
penyelenggara layanan. Faktor pendukung dan penghambat implementasi
kebijakan adalah dengan dilihat dari indikator implementasi seperti Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, karena empat hal ini merupakan
faktor pendukung dari implementasi kebijakan,faktor utama pada saat
menjalankan suatu implementasi kebijakan adalah komunikasi, karena perlunya

informasi dan komunikasi yang baik pada saat menjalankan kebijakan.

Kemudian faktor kedua yaitu sumber daya, diperlukan sumber daya
tentunya dalam menjalankan implementasi kebijakan karena sumber daya perlu
untuk mendukung agar implementasi kebijakan terlaksana dengan baik. Faktor
ketiga, disposisi yaitu sikap ataupun tindakan dari penyelenggara layanan
terhadap suatu program, yang menunjukkan apakah implementasi kebijakan

berhasil atau tidak ketika dilaksanakan. Faktor keempat, yaitu struktur birokrasi

8 Fauzi Yudistira,2010. “Implementasi Kebijakan Publik”
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adalah pada saat menyelenggarakan implementasi kebijakan adanya standar
operasional prosedur yang menunjukkan bahwa adanya prosedur yang baik dari
pelaksanaan suatu program dari instansi penyelenggara terhadap program yang
dijalankan.
2.3 Teori Administrasi Kependudukan
2.3.1 Pengertian Administrasi

Menurut Sugiono, Administrasi merupakan pranata sosial yang didalamnya
terdapat berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan, misalnya sosiologi,
psikologi, hukum, ekonomi, teknik dan politik. Administrasi adalah kegiatan kerja
sama dan pengorganisasian yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai
penyelenggara implementasi kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.® Dalam
pelaksanaan administrasi dan kegiatan pengorganisasian, adanya fungsi-fungsi
manajemen yang digunakan oleh pelaksana kebijakan, agar organisasi tersebut
dalam kegiatan administrasi berjalan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini
manajemen diartikan sebagai proses pemanfaatan sumber-sumber melalui fungsi
manajemen adalah 5M (Man, Money, Method, Materials, Machine), dan fungsi
manajemen menurut Gullick adalah Planning, Organizing, Staffing, Directing,
Coordinating, Reporting, atau Budgeting (POSDCORB).

Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah adanya perencanaan (Planning),
sebagai tahap awal organisasi dalam menentukan visi misi, dan juga sebagai target

dari organisasi apa yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, fungsi manajemen kedua,

9 Sugiono, “Metode Penelitian Administrasi.” (Bandung:Alfabeta) HIm.18
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pengorganisasian yaitu adanya organisasi yang baik dan sebagai penyelenggara
pelaksana suatu kebijakan dan adanya struktur organisasi yang baik dalam
menjalankan implementasi kebijakan. Staffing, dalam menjalankan kebijakan,
adanya kerja sama yang baik antara anggota organisasi, serta untuk mencapai
tujuan yang baik dalam menjalankan kebijakan, tentunya terdapat fungsi-fungsi
manajemen lainnya yang digunakan oleh penyelenggara pelaksana kebijakan
sebagai bentuk untuk mengukur bagaimana pencapaian Yyang dilakukan untuk

mencapai tujuan implementasi kebijakan.
2.3.2 Pengertian Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan.’® Administrasi kependudukan berkaitan
dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan hal-hal penting lainnya, serta
bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika mengurus
dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP), serta dokumen kependudukan penting lainnya, serta administrasi
kependudukan sangat menjaga keakuratan dokumen kependudukan yang terapat
dalam database kependudukan yang telah terdaftar di dalam Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan.

10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
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Secara umum, administrasi kependudukan memiliki dua fungsi yaitu fungsi
hukum, adalah memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan serta
memberikan kesejahteraan kepada penduduk sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Dan yang kedua, Fungsi Registrasi, adalah memberikan pengakuan
serta pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses
pembangunan, guna perumusan kebijakan yang berwawasan kependudukan
(People Created Development).

2.3.3 Tujuan dan Hak Administrasi Kependudukan

1. Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dapat
menghubungkan sistem layanan kependudukan dari Kabupaten/kota dengan

Pusat Data.

2. Meningkatkan keakuratan data yang baik antara Pusat data dengan
Kabupaten/kota.
2.4 Teori Sistem dan Informasi
2.4.1 Pengertian Sistem
Sistem Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang
berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu
lingkungan kompleks. Menurut Nugroho sistem didefinisikan sebagai sekelompok
elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.

Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem adalah elemen-
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elemennya. Tentunya setiap sistem memiliki elemen-elemennya sendiri, yang satu

dengan sistem yang lain.

Sistem merupakan satu kesatuan jaringan yang saling berhubungan dalam
melaksanakan suatu kegiatan, agar nantinya adanya kerja sama yang lebih baik
untuk mencapai tujuan tertentu.

2.4.2 Pengertian Informasi

Informasi_menurut Nugroho adalah suatu pengetahuan yang berguna untuk
pengambilan keputusan. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar
pengambilan keputusan pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai informasi.
Informasi yang baik adalah informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan.
Informasi adalah data yang dikelompokkan menjadi suatu kejelasan penyampaian
mengenai sesuatu secara jelas, serta dari data tersebut akan digunakan sebagai
proses pengambilan keputusan.*?

2.4.3 Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi Yyang
mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, bersifat manajerial dan
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan
laporan-laporan yang diperlukan. Informasi yang dihasilkan dapat berupa laporan
atau report maupun solusi dari proses yang telah dijalankan. Dalam kaitannya

dengan pendudukan, data kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan

1 Nugroho Riant, “Public Policy. Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,
Manajemen Kebijakan.” (Jakarta : Gramedia, 2009), Hlm.38
2 1bid, HIm. 41
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dan Pencatatan Sipil diolah melalui sistem informasi manajemen yang disebut
dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimana hasil dari
pengolahan tersebut dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk
kepentingan lainnya.™

2.5 Konsep Sistem Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan penerapan
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang sistem informasi administrasi
kependudukan, cara kerja dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini
merupakan proses mendaftarkan dari tiap kabupaten/kota untuk dapat diakses oleh
seorang kepala pusat data dan pusat data pengganti (disaster recovery center) yang
bertugas dibidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau database
kependudukan di kabupaten/kota.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi
dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab
dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi
kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan adalah suatu sistem informasi pengelolaan, pengkajian,
penyimpanan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

untuk tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan.* Pengelolaan SIAK

13 Agustino Leo, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik *, (Bandung : CV Alfabeta,2004), him.
67

14 Setiawan Guntur, “Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan”, (Bandung : CV.
Alfabeta, 2004), him. 40
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bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan
mudah diakses, mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem
pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

2.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran
untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini.
Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari
penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka
penelitian untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut
sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodelogi, serta penggunaan
teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori
dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka penelitian dalam
suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau
berkaitan dengan fokus penelitian. — Kerangka Penelitian dapat dilihat pada

bagan kerangka pemikiran berikut ini.

15 Eti Rochaety, “Sistem Informasi Manajemen Pendidikan”, (Jakarta: Bumi
Aksara,2010), him. 83
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Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013

Tentang

Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan

J

Indikator Standar Pelayanan
Pendataan Penduduk
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Dasar Prasarana Kompetensi PENgagasdy S g jpan Keamanan Kinerja
Hukum dan/ ORR sand Internal Pelaksana Pelayanan dan Pelaksana

fasilitas Keselamatan

Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh

Pelayanan dan Perekaman
KTP Elektronik
Sistem Jangka Waktu . .
Persyaratan Mekanisme dan Biaya/Tarif

Prosedur

layanan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.
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BAB I
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif dengan melakukan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi
dan analisis dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan
secara induktif. ®Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari
keyakinan, sikap, atau perilaku manusia.
3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik
pokok yang akan diungkapkan/digali dalam penelitian ini. Apabila digunakan
istilah rumusan masalah, fokus penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan

dijawab. Penelitian ini difokuskan pada rincian tabel dibawah ini.

16 Sugiono, “Metode Penelitian Administrasi.” (Bandung:Alfabeta,2002) HIm.4
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No Dimensi Indikator Sumber

1 Standar  Pelayanan | a. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor
Pendataan Penduduk | b.Sarana,Prasarana, 24 Tahun 2013 tentang
dan Administrasi | dan/Fasilitas Penyelenggaraan
Kependudukan c.Kompetensi Administrasi

Pelaksana Kependudukan
d.Pengawasan
Internal

e. Jumlah Pelaksana
f. Jaminan Pelayanan
g. Jaminan Keamanan

dan Keselamatan
Pelayanan
h.Evaluasi Kinerja
Pelaksana
2 Pelayanan dan | a. Persyaratan Peraturan presiden Nomor
perekaman E-KTP b. Sistem,mekanisme | 96 Tahun 2018 tentang
dan prosedur persyaratan dan tata cara
c. Jangka waktu | pendaftaran penduduk dan
layanan pencatatan sipil
d. Biaya/tariff

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kota Banda Aceh. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena peneliti ingin
mengetahui penyebab terjadinya masih ditemukan masyarakat yang memiliki
Nomor Induk Kependudukan Ganda pada saat melakukan perekaman dan

pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.
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3.4 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif, dan
sumber data yang diambil dari penelitian ada yang bersifat data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang menjelaskan mengenai penelitian yang
bersumber dari pengamatan dan fakta di lokasi penelitian, dan data primer ini bisa
didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak penyelenggara layanan atau
masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh instansi
penyelenggara. Dan data kedua yang digunakan dalam penelitian adalah data
sekunder, data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan yang
mendukung dan memperjelas mengenai suatu penelitian yang dilakukan.
3.5 Informan Penelitian

Informan adalah objek dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara
melakukan wawancara terkait suatu penelitian yang akan diteliti dengan
masyarakat atau instansi penyelenggara layanan sehingga mengetahui bagaimana
pelayanan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Oleh sebab itu, yang menjadi

informan dalam penelitian ini yaitu:
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Tabel 3.2 Informan Penelitian

No | Informan Jumlah

1. | Kabid Pengelolaan | 1 Orang
Informasi, Administrasi
Kependudukan Dinas
kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh

2. | Kasi  Sistem Informasi | 1 Orang
Administrasi Kependudukan
& Sumber Daya IT Dinas
kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh
Kasi Pengolahan dan

3. | Penyajian Data  Dinas
kependudukan dan | 1 Orang
Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh
Staf Pengelolaan  Sistem

4. | Informasi Administrasi | 2 Orang
Kependudukan Dinas
kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh
Masyarakat kota Banda

5. | Aceh 5 Orang

Jumlah Informan : 10 Orang
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Alasan Peneliti memilih Informan Kabid Pengelolaan Informasi,
Administrasi Kependudukan yaitu untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola sumber daya manusia,
teknologi informasi dan komunikasi.

. Alasan peneliti memilih Informan Kasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dan Sumber daya IT vyaitu untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola sumber daya manusia,
serta teknologi informasi dan komunikasi.

Alasan peneliti memilih Informan Kasi Pengolahan dan Penyajian data
yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan bidang
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

. Alasan peneliti memilih Informan Staf Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan vyaitu untuk mengetahui pelaksanaan
bidang pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk,
pelayanan pindah datang penduduk, pendataan penduduk, dan
pendokumentasian.

Alasan Peneliti memilih Informan Masyarakat dalam penelitian ini

karena masyarakat pengguna layanan aplikasi SIAK sehingga untuk

27



melihat bagaimana pelayanan aplikasi SIAK membutuhkan
masyarakat untuk mengetahui apakah aplikasi SIAK sudah berjalan
dengan baik atau tidak.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah data yang digunakan pada saat
melakukan penelitian serta mengetahui bagaimana objek yang diteliti. Dalam

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan informasi yang didapatkan pada saat
melakukan penelitian, serta metode dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan dokumen pelayanan administrasi kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.
2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian
mengenai objek penelitian yang diteliti, pengamatan tersebut dilakukan
dengan cara melihat langsung ke instansi penyelenggara bagaimana mereka
menjalankan suatu program Kkegiatan. Dalam penelitian ini, peneliti
mendatangi langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh untuk melihat bagaimana pelayanan kependudukan yang dilakukan.
3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan

Narasumber yang bertujuan untuk mengetahui suatu informasi mengenai
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penelitian yang diteliti. Dan dari wawancara ini akan menyimpulkan suatu
informasi yang jelas dari suatu kegiatan yang dijalankan oleh instansi
penyelenggara.
3.7 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan
teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. teknik ini dipilih peneliti untuk
menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara
statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka penginterpretasian
terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir
menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang
digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang
memerlukan tiga komponen berupa reduksidata, sajian data, serta penarikan
kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan metode interaktif. ’

3.8 Teknik Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan
penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap
peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk
mengembangkan validitas data yang diperoleh.

Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek
peneliti dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian

data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan

17 Sugiyono, “Penelitian Kualitatif.” (Bandung:Alfabeta,2013), HIm. 85
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olen peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada obyek penelitian.
Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik
triangulasi. Triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara,

dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji ~kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.
Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti
membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber denagn sumber
lain. Menggali satu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan

menentukan waktu yang berbeda (tepat). 18

18 Sugiono, “Metode Penelitian Administrasi.” (Bandung:Alfabeta,2002), HIm.10
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota

Banda Aceh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh awalnya
merupakan kantor Catatan Sipil yang dikepalai oleh pejabat eselon Il akan tetapi
pada Tahun 2001 digabungkan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan,
kemudian sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pada Tahun 2008 Dinas Tenaga Kerja bergabung dengan Dinas Sosial
demikian juga halnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan
Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh menjadi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang yang di pimpin oleh
seorang pejabat eselon Il yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda
Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok
untuk menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang merupakan salah satukegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh

pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkenaan
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dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

melayani 23 (Dua puluhTiga) jenis pelayanan yaitu :

1. Kartu Keluarga (KK)

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

3. Kartu Identitas Anak (KIA)

4. Surat Keterangan Pindah (SKP)

5. Surat Keterangan Pindah datang

6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

8. Surat Keterangan Tempat Tinggal

9. Surat Keterangan Kelahiran

10. Surat Keterangan Lahir Mati

11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

13. Surat Keterangan Kematian

14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
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15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

16. Surat Keterangan Penganti Identitas

17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

18. Akta Kelahiran

19. Akta Kematian

20. Akta Perkawinan

21. Akta Perceraian

22. Akta Pengakuan Anak

23. Akta Pengesahan Anak

4.1 Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangannya Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh di dukung oleh Pejabat dan Staf yang tersebar
di bebarapa bidang sebagai mana di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Struktur Dinas terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Seketariat
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C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

F. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Program dan Pelaporan

b. Subbagian keuangan

c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

- Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan terdiri dari :

a. Seksi Indentitas, Pendataan dan Pendaftaran Penduduk

b. Seksi Pindah Datang Penduduk

- Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Seksi kelahiran, Perkawinan dan Perceraian

b. Seksi Perubahan Status Anak, kewarganegaraan dan Kematian

- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Sumberdaya
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IT; dan

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :

a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

b. Seksi Pemanfatan Data dan Dokumen Kependudukan.
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan
metode kualitatif yaitu peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi
terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh. Adapun
hasil penelitian yang akan peneliti jabarkan yaitu uraian tentang hasil wawancara
peneliti dengan Kepala Bidang Kependudukan pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi - Kependudukan, Kasi Penyajian dan pengolahan data, Kasi
Pemanfaatan data, Staf Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan 5
orang masyarakat yang menggunakan layanan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.
Hasil penelitian ini akan menjawab indikator dari standar pelayanan pendataan
penduduk dan administrasi kependudukan. Adapun hasil penelitian ini sudah

peneliti uraikan dalam bab ini.

4.2.1 Standar Pelayanan Pendataan Penduduk dan Administrasi

Kependudukan

Standar pelayanan pendataan penduduk dan administrasi kependudukan
adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kota Banda Aceh dalam melayani masyarakat mengurus dokumen kependudukan
seperti pembuatan KTP,KK, Kartu Identitas Anak (KIA) serta yang berkaitan
dengan layanan kependudukan. Pelayanan pendataan penduduk dan administrasi

kependudukan dilakukan untuk menjaga dokumen masyarakat sehingga selalu
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dilakukan updating data agar data masyarakat aman dan akurat. Untuk
memberikan  pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sebagai
komitmen dan merupakan bentuk jaminan kepada masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang baik di bidang administrasi kependudukan,
maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah,
efektif,dan efisien maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

c. Pelayanan Pencatatan Sipil

Mengenai Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh, Peneliti akan
menjabarkan Indikator Implementasi Kebijakan dengan hasil Penelitian sebagai
berikut :
1. Komunikasi

Menurut Edward 111 komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian
informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan
publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan

dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk
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menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat
dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki
beberapa dimensi antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan

(clarity) dan konsistensi (consistency).*®

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak
hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga
disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang

berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aspek transmisi transmisi dalam komunikasi implementasi kebijakan
pelayanan administrasi kependudukan dilihat dari bagaimana kebijakan pelayanan
administrasi kependudukan dikomunikasikan oleh pihak Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh kepada semua pihak terkait baik kepada
institusi pemerintah terkait (kecamatan dan desa yang ada di kota Banda Aceh)
dan kepada masyarakat umum yang merupakan kelompok sasaran (target group)

dari kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan administrasi
kependudukan dikomunikasikan dengan baik dan efektif.?® Kebijakan pelayanan
administrasi kependudukan dikomunikasikan (disosialisasikan, diinformasikan)

baik kepada kecamatan dan desa yang ada di kota Banda Aceh serta kebijakan

19 Edward 111, George C.(edited). 1984."Implementasi Kebijakan Publik." HIm.8

20 Harbani Pasolong. 2020. " Teori Administrasi Publik.” (Bandung : Alfabeta). HIm. 75
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ataupun perubahan kebijakan atau regulasi tentang pelayanan administrasi
kependudukan diinformasikan dan dikoordinasikan kepada Camat dan Kepala
Desa dengan mengirim surat resmi pemberitahuan atau juga melalui

pertemuan/rapat dengan para Camat.

Kebijakan pelayanan administrasi kependudukan disosialisasikan kepada
masyarakat baik secara langsung oleh tim yang turun langsung ke masyarakat
maupun melalui bantuan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Di kantor
dinas (di ruang depan dan di ruang pelayanan) juga dipampang informasi
pelayanan administrasi kependudukan seperti persyaratan pelayanan untuk setiap
jenis layanan dan juga bagan prosedur pelayanan sehingga masyarakat yang
datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh
untuk mengurus sesuatu dokumen kependudukan dapat memahami dan mengikuti.
Sosialisasi juga dilakukan melalui brosur atau leaflet, media elektronik seperti

website, situs internet.

Brosur/leaflet tentang prosedur —pelayanan administrasi kependudukan
ditempel di kantor Camat dan kantor Kepala Desa sehingga mudah dilihat dan
dibaca oleh masyarakat. Pihak Dinas bekerjasama dengan pemerintah kecamatan
dan pemerintah kelurahan/desa menyampaikan penerangan/penjelasan langsung
kepada masyarakat pada kegiatan atau kesempatan pertemuan dengan

masyarakat.?

21 Jurnal Hafis Posangi Hal. 5
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2. Dimensi  kejelasan (clarity) menghendaki agar Kkebijakan yang
ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan
secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud,
tujuan, sasaran,  serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga
masing- masing akan mengetahui- apa yang harus dipersiapkan serta
dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan
efisien.?

Hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa
kejelasan  komunikasi mengenai Implementasi Sistem  Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh
dikomunikasikan (diinformasikan dan disosialisasikan) dengan jelas kepada
semua pihak baik kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa maupun
kepada masyarakat. Semua hal yang berkenaan dengan kebijakan pelayanan
administrasi kependudukan seperti persyaratan administrasi untuk setiap jenis
layanan, prosedur pelayanan, biaya administrasi pelayanan, waktu penyelesaian
pelayanan, dan lainnya diinformasikan dengan jelas. %

Informasi tentang kebijakan pelayanan administrasi kependudukan yang
disampaikan oleh pihak Dinas Dukcapil jelas dan dapat dipahami oleh para
aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa yang bertugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kelengkapan persyaratan dan

pengantar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus

22 Subhan Suaib. 2021. " Kualitas Pelayanan Publik." (Mataram : Gramedia) HIm. 69
23 Setiawan Guntur. 2004. " Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan.” (Bandung:CV
Alfabeta). HIm.57
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sesuatu dokumen administrasi kependudukan. Masyarakat juga dapat
memahami dengan jelas informasi atau penjelasan yang disampaikan oleh
petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang persyaratan
administrasi  dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh, sehingga mereka dapat
menyiapkan semua persyaratan untuk mengurus dukomen kependudukan.
3. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang
diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan,
target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. jika implementasi kebijakan
ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten.
Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan
mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah  tersebut bertentangan maka
perintah tersebut tidak akan ~memudahkan para pelaksana kebijakan
menjalankan tugasnya dengan baik. 24

Perintah-perintan implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan
mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam
menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan dan bila hal ini terjadi maka
akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan
yang sangat longgar besar kemungkinan tidak tepat digunakan untuk

melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.?

24 Solichin Abdul Wahab. 2004. "Analisis Implementasi Kebijaksanaan Negara."
(Jakarta : Bumi Aksara) HIm. 25

2 Fauzi Yudistira. 2010." Implementasi Kebijakan Publik.” ( Bandung : Alfabeta).

HIm.45
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Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh mengenai Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
menunjukkan bahwa Informasi atau penjelasan tentang kebijakan pelayanan
administrasi kependudukan disampaikan secara konsisten oleh petugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh sesuai dengan apa yang
telah ditetapkan atau tertuang dalam kebijakan tersebut, baik menyangkut
persyaratan administrasi untuk setiap jenis layanan, tentang prosedur pelayanan,
biaya admisitstrasi pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan hal-hal
lainnya berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.

Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan  menunjukkan  bahwa
komunikasi dalam  implementasi kebijakan  pelayanan  administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh
sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif dilihat dari aspek transmisi
(bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pihak-pihak terkait), aspek
kejelasan informasi kebijakan yang disampaikan, dan aspek konsistensi dalam

menginformasikan kebijakan.?

26 1bid, HIm.6
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2. Sumber daya

Edward I11 mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai
peranan penting dalam implementasi kebijakan bahwa sumber daya tersebut
meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan
dan sumber daya kewenangan.?’
1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang terdapat pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh adalah dalam layanan
kependudukan adanya operator layanan yang melayani segala layanan
kependudukan, dan adanya verifikator layanan yang memverifikasi data

masyarakat pada saat akan dilakukan pengesahan dokumen kependudukan.

Serta adanya penandatanganan dokumen oleh kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sebelum dokumen kependudukan diserahkan kepada
masyarakat. Dalam melayani layanan kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil memiliki 37 orang pegawai yang sudah tercukupi dalam
menangani dan melayani layanan kependudukan pada masing-masing bidang
pelayanan kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil kota Banda Aceh.

27 Edward 111, George C. 1984. " Implementasi Kebijakan Publik." (Jakarta : Gramedia)
Him. 52
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2. Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk
operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan
sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam

implementasi kebijakan.

Dalam layanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kota Banda Aceh terdapat fasilitas dan sarana yang mendukung dan meningkatkan
pelayanan kependudukan. Serta dengan adanya fasilitas dan sarana yang dapat
memberikan kenyamanan pada masyarakat ketika pelaksanaan layanan
kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber daya
Peralatan tersebut adalah adanya komputer yang disediakan untuk mendukung
pelayanan kependudukan dan adanya mesin antrian online yang dipergunakan

untuk mengambil nomor antrian.

3. Sumber Daya Kewenangan

Dalam pelaksanaan = Implementasi = Sistem Informasi  Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh
kewenangan dalam administrasi kependudukan Nomor 24 Tahun 2013
meliputi pengelolaan kewenangan, pada tahapan pendaftaran, pencatatan,
pengelolaan informasi dan pendayagunaan data kependudukan secara sistematis
sehingga tercipta tertib administrasi dokumen kependudukan. Serta untuk

perencanaan pembangunan berskala lokal maupun nasional, pelayanan publik,
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alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan

kriminal. 28

Jenis-jenis peristiwa kependudukan antara lain, perubahan status orang
asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, tinggal terbatas, pindah datang
untuk menetap dan perubahan alamat. Sedangkan Jenis peristiwa penting antara
lain, ganti nama, perubahan status kewarganegaraan, kelahiran, kematian,
perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan
anak, serta peristiwa penting lainnya yang harus dilaporkan karena membawa
implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.?

3. Disposisi

Disposisi adalah keinginan dan kecenderungan para perilaku kebijakan untuk
melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh,sehingga apa yang menjadi
tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Faktor-faktor mengenai disposisi dalam
implementasi kebijakan terdiri dari :*
1. Pengangkatan birokrasi.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan

yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak
melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.

Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah

28 Subarsono. 2005. " Analisis Kebijakan Publik." (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). HIm. 33
29 |bid, HIm.7

30 Edward I11. George C. 1984. " Implementasi Kebijakan Publik." (Jakarta : Gramedia)
HIm.58-60
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orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih
khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Dalam pelaksanaan layanan kependudukan melalui Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan belum optimalnya dukungan sistem dan perangkat
jaringan untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, E-KTP dan data
kependudukan serta adanya kendala dukungan jaringan komunikasi data antar
provinsi ke pusat serta provinsi ke kabupaten/kota yang menyebabkan proses
pelayanan kependudukan menjadi terhambat dan lemahnya pengawasan yang
dilakukan oleh petugas layanan karena tidak dilakukan pengecekan data
masyarakat ketika pendataan penduduk dan proses pindah datang masyarakat
yang tidak terkoordinasi oleh sistem informasi administrasi kependudukan karena
kendala akses jaringan dari pusat data ke provinsi.

Oleh karena itu, dilakukan penyediaan database kependudukan dan updating
data skala provinsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam
pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi
masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada
dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka
memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para

pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu
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mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana

menjalankan perintah dengan baik. 3
3. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards Il terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:
Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard operational
procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian
waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang
kompleks dan luas. demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik
menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian
tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan diantara organisasi pelaksana satu dengan
yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.®? Adapun
struktur birokrasi yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
Banda Aceh yaitu adanya Standar Pelayanan Kependudukan pada setip jenis layanan
kependudukan.

Adapun uraian dari wawancara yang peneliti lakukan berdasarkan indikator
standar pelayanan pendataan penduduk dan administrasi kependudukan sebagai
berikut:

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum adalah suatu peraturan yang dijalankan dalam melakukan suatu

kegiatan atau suatu layanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga

setiap pelayanan yang dilakukan berpedoman kepada sumber hukum yang jelas.

31 |bid,HIm.8
32 Edward 111, George C. (edited). 1984 "Implementasi kebijakan publik. ”hlm.70-72
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Dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pelayanan
kependudukan dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Perumusan materi komponen dasar hukum dibuat dengan mengacu pada hasil
identifikasi, analisis dan pertimbangan yang ada. Di samping itu, perlu memperhatikan
apabila terdapat perkembangan kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang baru, yang dijadikan dasar hukum dalam aktivitas penyelenggaraan
pelayanan, termasuk dasar hukum dari jenis atau produk pelayanan yang dihasilkan,
dasar hukum pemungutan biaya pelayanan. Sebagai penuntun dalam perumusan dapat
dibantu dengan mencermati data/informasi pada lembar-lembar kerja yang

mengandung informasi mengenai dasar hukum.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala bidang
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai informan pertama, yaitu
Irayana sebagai kepala bidang kependudukan yang mengutarakan bahwa :

“Segala layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh dan pengurusan dokumen kependudukan mengikuti peraturan

perundang-undangan.”3

33 Wawancara dengan Kabid sistem informasi administrasi kependudukan dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh berinisial | pada hari Kamis
tanggal 24 Maret 2023
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Berdasarkan pernyataan diatas,maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa
Dasar Hukum yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan sesuai
dengan segala ketentuan hukum dan mengikuti peraturan perundang-undangan.

b. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

Sarana, prasarana dan fasilitas dalam pelayanan kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh yaitu penunjang dalam
melayani dokumen kependudukan. Sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu adanya
komputer yang digunakan untuk mengurus segala bentuk dokumen kependudukan.
Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok
rentan.

Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang
digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan, atau memberikan pelayanan,
antara lain: meja, kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin
hitung, alat tulis kantor, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpan
data (database), peralatan kontrol/manitoring, komputer, fasilitas telekomunikasi:
pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainnya.

Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang
mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara
baik dan optimal. Dalam mengurus dokumen kependudukan, dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil kota Banda Aceh menyediakan ruang layanan bagi masyarakat yang
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digunakan untuk menunggu antrian sebelum dokumen kependudukan diproses oleh
front office,( yang melayani dokumen kependudukan masyarakat).

Hasil dari observasi secara langsung yang peneliti lakukan yaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh memiliki sarana dan prasarana
yang baik, untuk menjaga pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat
semakin baik ke depannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh menyediakan berbagai sarana, prosarana atau fasilitas antara lain:

1. Menyediakan ruang tunggu kepada masyarakat dalam melayani layanan

kependudukan.

N

. Adanya mesin antrian online yang dipergunakan untuk mengambil nomor antrian.

3. Adanya counter pelayanan dalam mengurus layanan kependudukan.

SN

. Adanya meja pengaduan, yaitu menerima segala keluhan dan kendala masyarakat

dalam mengurus layanan kependudukan.

(62}

. Adanya counter pelayanan khusus disabilitas.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 5 Informan masyarakat yaitu
Nurul, Ihsan, Dewi, Nuranisah, dan Intan Keumala bahwa sarana, prasarana dan
fasilitas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh
sudah sangat baik dan tidak mengganggu aktivitas layanan kependudukan.

Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan adalah bahwa
sarana, prasarana,dan fasilitas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kota Banda Aceh yaitu adanya beberapa fasilitas yang menunjang proses layanan

kependudukan semakin baik dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat
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mengurus segala urusan kependudukan. Dan setelah peneliti melakukan wawancara
dengan lima informan terkait sarana, Prasarana dan fasilitas yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh mereka menyatakan bahwa
sejauh ini tidak ada keluhan terkait sarana, Prasarana dan fasilitas, sehingga sangat
mendukung dalam pelayanan kependudukan serta memenuhi kebutuhan layanan.
C. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen
kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan
petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang
harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas
penyelenggaraan pelayanan. Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam
beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta
penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan pegawai dalam mengelola layanan
kependudukan atau dalam hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh pegawai dalam
mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adanya SDM yang memiliki
pengetahuan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki
pengetahuan mekanisme pelayanan serta SDM yang menguasai penggunaan aplikasi

SIAK.
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Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan, kompetensi pelaksana di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh dalam mengelola
layanan SIAK sudah berjalan dengan baik dan sesuai SDM yang dimiliki oleh
pegawai. Sebagaimana kepala bidang pengelolaan SIAK menjelaskan mengenai
kompetensi pelaksana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
Banda Aceh yaitu :

“Untuk layanan kependudukan di Disdukcapil Banda Aceh, kita
mempunyai bagian front office dan back office dan untuk pelayanan
dimulai dari masyarakat datang mengambil nomor antrian dan
dilayani sesuai dengan layanan yang dingin diurus oleh masyarakat
yang akan dilayani oleh operator layanan kependudukan”. .%*
Observasi ini didukung oleh pernyataan dari Nurul sebagai Informan yang
menyatakan bahwa :
“Pada saat mengurus layanan kependudukan, dari pegawai yang
mengurus layanan kependudukan proses layanan kependudukan
saya menjadi mudah dan tidak berbelit-belit, Namun, saat mengurus

layanan kependudukan kadang ada kendala yang menyebabkan

proses layanan tidak bisa diakses, sehingga layanan menjadi

terganggu”. %

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua sebagai

masyarakat yang bernama Intan Keumala,mengenai kompetensi pelaksana di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh menyatakan bahwa
“Ketika saya mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil, ada
beberapa jenis layanan yang akan dilayani oleh konter layanan

sehingga saya dapat melihat bahwa kompetensi pelaksana yang ada
sangat terlatih pada saat melayani masyarakat”.®

34 Wawancara dengan Kabid SIAK berinisial | pada hari Kamis 24 Maret 2023
3 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial 1K pada hari Kamis tanggal 24
Maret 2023
3% Wawancara dengan informan masyarakat berinisial 1K pada hari Kamis tanggal 24
Maret 2023
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Dan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan ketiga sebagai masyarakat
yang bernama Dewi yaitu
“Pelayanan yang diberikan oleh konter layanan saat saya
melakukan pengajuan dokumen kependudukan, saya melihat
kompetensi pelaksana di disdukcapil masih perlu ketepatan waktu
dalam memproses layanan kependudukan”.®’
Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan informan keempat sebagai
masyarakat bernama Ihsan menyatakan bahwa
“Saya melihat kompetensi pelaksana dalam melayani layanan
kependudukan sesuai dengan jenis pelayanan kependudukan,
dalam melayani masyarakat masih perlu peningkatan ke
depannya agar semakin baik.”*®
Dan peneliti melakukan wawancara dengan informan kelima sebagai masyarakat
yang bernama NurAnisah mengenai kompetensi pelaksana di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh menyatakan bahwa
“Saya sebagal pengguna layanan yang diberikan oleh Disdukcapil,
dan dalam melayani masyarakat sudah ada konter yang sesuai
dengan jenis pelayanan. Jadi kompetensi pelaksana di Disdukcapil
sangat baik dalam melayani layanan kependudukan.”*
Dari pernyataan informan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa
kompetensi pelaksana dari segi layanan kependudukan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh sangat tertib,karena adanya beberapa

konter layanan kependudukan sesuai jenis layanan yang ingin diurus oleh

37 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial D pada hari Kamis tanggal 24
Maret 2023
3% Wawancara dengan informan masyarakat berinisial | pada hari Kamis tanggal 24 Maret
2023
39 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial NA pada hari Kamis tanggal 24
Maret 2023
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masyarakat. Kompetensi pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
bisa mengurus segala jenis layanan kependudukan serta mereka juga mampu
mengatasi permasalahan terkait kependudukan dan pencatatan sipil.

d. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dalam hal ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pengelolaan layanan
kependudukan. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dari supervisi atau
atasan langsung serta dilakukan sistem pengawasan internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat dan dilaksanakan secara kontinyu.

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan
langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung
pelaksana. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang difokuskan
sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin
aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengawasan di disdukcapil kota Banda Aceh perlu di lakukan secara terus
menerus, untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi  kesalahan/
penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang
tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.
Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan langsung
dan/atau oleh pejabat/petugas pada UPP vyang ditunjuk melaksakan

pengawasan secara fungsional, maupun oleh aparat pengawasan fungsional.
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Pejabat/ petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan tersebut perlu
ditetapkan dan dicantumkan dalam standar pelayanan. Pengawasan yang
dilakukan oleh disdukcapil kota Banda Aceh yaitu dimulai dari operator

layanan, verifikator,serta sampai kepada pengesahan dokumen.

Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan, pengawasan yang dilakukan
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dengan adanya bentuk
pengawasan yang langsung mengawasi proses layanan kependudukan karena data
yang ada dari setiap layanan kependudukan terverifikasi. Sebagaimana
pernyataan dari Taufig Jannuar sebagai staf Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan menjelaskan mengenai pengawasan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kota Banda Aceh yaitu :

“Pengawasan yang dilakukan di Disdukcapil dimulai dari verifikasi
yang memverifikasi data kependudukan masyarakat, kemudian ada
kepala dinas yang menandatangani dokumen kependudukan.
Pengawasan  dilakukan dari  verifikator sampai kepada
penandatanganan dokumen kependudukan.”

Observasi ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari 5 Informan, vyaitu
Wawancara yang peneliti lakukan dengan Nurul sebagai informan pertama

sebagai masyarakat bahwa

“ Pengawasan yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan
sipil kota Banda Aceh dalam hal layanan kependudukan sudah

40 Wawancara dengan Informan sebagai staf SIAK berinial TJ pada hari Senin tanggal 28
Maret 2023
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berjalan baik, hanya saja masih butuh peningkatan dalam melayani
layanan kependudukan masyarakat. “*!

Wawancara dengan Ihsan, sebagai informan kedua menyatakan bahwa

“Pelayanan di  dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banda
Aceh melakukan pengawasan dalam melayani masyarakat yaitu
dengan adanya keamanan dan pemantauan, namun untuk layanan
kependudukan masih sangat perlu dilakukan pengawasan dalam
bentuk data kependudukan yang ada dikota Banda Aceh.*?”

Dan peneliti melakukan wawancara dengan informan ketiga sebagai masyarakat

yang bernama NurAnisah yaitu

“Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah
mereka selalu memastikan bahwa data masyarakat selalu dan
terhindar dari segala bentuk pemalsuan data.”*3

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan informan keempat yang
bernama Intan keumala sebagai masyarakat mengenai pengawasan mengatakan
bahwa
“Pengawasan Yyang diakukan oleh Disdukcapil dalam melayani
layanan kependudukan dan saya sebagai masyarakat yang sering
mengajukan segala urusan kependudukan adalah mereka selalu
melakukan pendataan penduduk untuk menjamin agar data

masyarakat aman.”**

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan kelima sebagai

masyarakat bernama Dewi yaitu

41 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial N pada hariSenin tanggal 28 Maret
2023

42 \Wawancara dengan informan masyarakat berinisial | pada hari Senin tanggal 28 Maret
2023

43 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial NA pada hari Senin tanggal 28

Maret 2023

4 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial IK pada hari Senin tanggal 28

Maret 2023
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“Pengawasan dalam melayani masyarakat selalu ada security yang
menjaga keamanan serta memantau pelayanan kependudukan di
Disdukcapil Banda Aceh.”*®

Berdasarkan pernyataan diatas dengan kelima informan, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan di dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kota Banda Aceh sudah baik dalam mendukung layanan
kependudukan serta pengawasan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kota Banda Aceh vyaitu dengan adanya pengawasan yang
dilakukan dari pelaksana layanan (operator), verifikator, sampai kepada proses
penandatanganan dokumen kependudukan. Serta berdasarkan wawancara dari
beberapa informan menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh sudah berjalan baik
walaupun dalam bentuk pengawasan masih perlu beberapa hal yang harus
ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan masyarakat.kota

Banda Aceh.

e. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh yang melayani masyarakat dalam layanan
kependudukan. Jumlah pelaksana layanan dimulai dari operator layanan dan
verifikator yang memback up dan memverifikasi data kependudukan. Jumlah
pelaksana yaitu informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang

melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. Menggambarkan

45 Wawancara dengan informan masyarakat pada hari Senin tanggal 28 Maret 2023
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berapa besar jumlah petugas/pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana dan
bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan pelayanan sesuai struktur,
jabatan, tugas, dan kewenangan yang ditentukan pada instansi/UPP. Jumlah
pelaksana terkait dengan informasi komponen kompetensi pelaksana. Dalam
standar pelayanan harus dicantumkan jumlah pelaksana tersebut, yang dilengkapi
dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas
dan beban kerja di bidang pelayanan yang bersangkutan.*6
Hasil observasi secara langsung yang peneliti lakukan di dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh vyaitu layanan
ditempatkan sesuai dengan bidang layanan kependudukan, seperti: Bagian
SIAK, Bagian pembuatan KTP Elektronik dan yang berkaitan dengan layanan
kepengurusan dokumen kependudukan lainnya. Sebagaimana pernyataan dari
Informan sebagai staf Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu

Iwan Surya

" Untuk jumlah pelaksana layanan kependudukan Disdukcapil Banda
Aceh mempunyai 13 operator layanan kependudukan, yaitu operator
yang berada diluar yaitu bagian front office yang berada dekat
pengambilan nomor antrian, dan verifikator yang memferivikasi data
kependudukan yang berada di dalam ruangan Disdukcapil Banda
Aceh. ¥

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti melakukan wawancara dengan

informan masyarakat terkait jumlah pelaksana layanan kependudukan di Dinas

47Wawancara dengan  staf  SIAK berinisial 1S pada  hari Jumat
tanggal 25 Maret 2023
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh. Sebagaimana pernyataan

dari informan pertama bernama Nurul yaitu

“Jumlah pelaksana layanan di disdukcapil saya melihat dari setiap
konter pelayanan masing-masing terdapat satu pegawai Yyang
menangani permasalahan layanan kependudukan.”*8

Peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua yang bernama Dewi yang

mengatakan bahwa

“Jumlah pelaksana layanan pada saat saya mengurus KTP dikonter
layanan terdapat beberapa pegawai yang ditugskan sesuai dengan
jenis layanan yang ada di Disdukcapil Banda Aceh.”*°

Berdasarkan observasi diatas, peneliti mengambil kesimpulan terkait jumlah
pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Banda Aceh bahwa
terdapat 13 orang Yyaitu yang menjadi operator layanan yang melayani semua
jenis layanan kependudukan masyarakat serta adanya verifikator yang bertugas
memverifikasi dokumen sebelum dilakukan pengesahan dokumen serta verifikator
bidang kependudukan bertugas memastikan bahwa seluruh data masyarakat

terjamin keamanannya.

48 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial N pada hari Jumat tanggal 25
Maret 2023
49 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial D pada hari Jumat tanggal 25
Maret 2023
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F. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan
instansi/upp sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian
bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan standar
pelayanan, untuk menunjukkan dan memberikan jaminan pelayanan tersebut,
maka perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan atau ketentuan yang
berorientasi untuk melaksanakan standar pelayanan secara konsisten, seperti
adanya tata tertib, kode etik, atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan

pelayanan berbasis standar pelayanan dan secara nyata juga harus dilaksanakan.

Jaminan pelayanan adalah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda Aceh dalam melayani layanan kependudukan
masyarakat yaitu Pelayanan di Disdukcapil Banda Aceh dilakukan secara
mudah, cepat, dan transparan sehingga memudahkan masyarakat dalam
mengurus segala dokumen kependudukan. Serta dengan adanya SIAK, sangat
membantu masyarakat dalam hal mengurus dokumen kependudukan karena
layanan SIAK dilakukan secara terpusat, sehingga segala bentuk data

masyarakat yang ada , menjadi aman.

Hasil observasi secara langsung yang peneliti lakukan di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh mengenai jaminan

pelayanan kependudukan, pelayanan kependudukan akan diproses secara cepat,

60



karena proses pembuatan dokumen dan pelayanan kependudukan jika tidak ada
kendala pada jaringan, maka proses pengurusan dokumen akan siap dalam
waktu satu hari. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan

informan sebagai masyarakat yang bernama Nurul sebagai berikut

“Pelayanan yang diberikan oleh disdukcapil Banda Aceh sangat
baik dalam melayani masyarakat terkait dengan segala urusan

dokumen kependudukan.”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua sebagai
masyarakat yang bernama NurAnisah yaitu
“Disdukcapil memberi kemudahan pelayanan, dengan adanya SIAK
dapat membantu masyarakat dalam mengajukan layanan

kependudukan dan pencatatan sipil’>

Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan ketiga sebagai masyarakat

yang bernama lhsan menyatakan bahwa
“Sebagai pengguna layanan yang telah diberikan,kami sebagai
masyarakat hanya perlu mengikuti segala persyaratan yang diberikan

sesuai dengan jenis pelayanan”®?

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan keempat sebagai

msyarakat yang bernama Dewi, yaitu

50 Wawancara dengan informan sebagai masyarakat berinisial N Pada hari Jumat tanggal
25 Maret 2023

51 Wawancara dengan informan sebagai masyarakat berinisial NA pada hari Jumat
tanggal 25 Maret 2023

52 Wawancara dengan informan sebagai masyarakat berinisial | pada hari Jumat tanggal
25 Maret 2023
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“Dalam pelayanan kependudukan, saya melihat bahwa pelayanan
yang diberikan sangat memberikan kemudahan dalam proses
pelayanan.”?

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan mengenai
Jaminan Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh dan telah melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna
layanan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jaminan pelayanan yang diberikan
sangat memberi kemudahan dalam melayani segala layanan kependudukan
masyarakat,sehingga msyarakat hanya mengikuti segala peraturan sesuai dengan
jenis layanan dan mengikuti persyaratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil kota Banda Aceh.

G. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah bentuk komitmen
untuk memberikan kepastian, rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-
raguan. Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama dengan
komponen jaminan pelayanan, yaitu adanya tindakan program kegiatan yang
berorientasi menjaga keamanan dan keselamatan dalam proses atau menyediakan
layanan., Barang /jasa dan administratif sesuai dengan komponen standar
pelayanan. Disamping itu perlu mengacu “standar teknis" untuk memberikan
jaminan keamanan ataupun keselamatan atas penyelenggaraan layanan. Untuk

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di dinas kependudukan dan

53 Wawancara dengan informan sebagai masyarakat berinisial D pada hari Jumat tanggal
25 Maret 2023
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pencatatan sipil kota Banda Aceh adanya updating data yang selalu dilakukan
yang bertujuan untuk menjaga keamanan pada saat layanan Kependudukan dan
memastikan bahwa tidak ada gangguan pada saat melayani layanan

kependudukan masyarakat.

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan informan sebagai staf
layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang bernama Taufiq
Januar yaitu:
“ Jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan dinas kependudukan
dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh yaitu pelayanan melalui SIAK
yang dilakukan secara terpusat dengan sistem online dan pelayanan
dimulai dari front office yang melayani layanan kependudukan. Serta,
jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dilakukan untuk
menyimpan dan menjaga data kependudukan dalam database agar
data masyarakat yang dalam SIAK tidak hilang.” >
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan masyarakat
mengenai jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh. Wawancara pertama peneliti lakukan
dengan kasi pengolahan dan penyajian data bernama Suryani, yang mengutarakan
sebagai berikut
“Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang dilakukan oleh

Disdukcapil adalah selalu dilakukannya backup dan updating data
yang bertujuan untuk menjaga seluruh data masyarakat.”

> Wawancara dengan staf SIAK berinisial TJ pada hari senin  tangga | 28 Maret
2023

55 Wawancara dengan kasi penyajian data yang berinisial S pada hariSenin tanggal 28
Maret 2023

63



Peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua yang bernama Irayana

sebagai kepala bidang kependudukan yang mengutarakan bahwa

“Disdukcapil selalu mengupdate dan menjaga data masyarakat didalam
database kependudukan sehingga itu menjadi jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan kependudukan agar data masyarakat tidak hilang
dan selalu tersimpan dalam sistem.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, peneliti
mengambil kesimpulan mengenai jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh yaitu dengan
dilakukan backup data serta selalu dilakukan updating data kependudukan
masyarakat. Serta dalam aplikasi kependudukan juga selalu dilakukan update dan
adanya penambahan ikon menu ataupun dilakukan sedikit perubahan pada aplikasi
dengan tujuan bahwa segala data yang tersimpan dalam sistem kependudukan

tidak hilang.

H. Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh
pelaksanaan kegia yg,tan sesuai dengan standar pelayanan. Tujuannya adalah
untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan penerapan standar
pelayanan yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Upaya

evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodik dan

5% Wawancara dengan kabid kependudukan yang berinisial | pada hari Senin tanggal 28
Maret 2023
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berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur
keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam

rangka pelaksanaan standar pelayanan.

Mengenai kinerja pelaksana peneliti melakukan wawancara dengan informan
masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pelaksana dalam melayani

masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh.

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan informan pertama yang
bernama Nurul, yaitu sebagai berikut
“ketika saya mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil, saya
melihat kinerja pelaksana layanan kependudukan sangat baik dalam

melayani.” °’

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua yang bernama
NurAnisah sebagaimana pernyataannya dibawah ini
“Pelaksana di Disdukcapil dalam melayani masalah kependudukan
dalam melayani sangat baik dan mereka mengetahui bagaimana

mengatasi segala permasalahan kependudukan.”%®

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan ketiga sebagai
masyarakat yang bernama Intan Keumala pernyataannya sebagai berikut
“Disdukcapil memberikan kemudahan dalam pelayanan kependudukan,

karena pada saat saya mengurus KK mereka cepat memprosesnya dan
tidak ada gangguan apapun selama pelayanan, untuk evaluasi kinerja

57 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial N pada hari Senin tanggal 28 Maret
2023

58 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial NA pada hari Senin tanggal 28
Maret 2023
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pelaksana saya sebagai masyarakat melihat bahwa pelayanan yang
diberikan sangat memuaskan.”>°

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai informan

keempat yang bernama Dewi mengatakan bahwa
“Saya sebagai masyarakat dan pengguna layanan yang diberikan oleh
disdukcapil, pelaksana layanan dalam melayani sudah baik,baik dari

pelayanan dan segala prosedur terkait kependudukan sangat diberikan
kemudahan kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil kota Banda Aceh, evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan adanya
pemantauan secara terus menerus, untuk peningkatan layanan kependudukan
masyarakat. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan informan

sebagai kasi penyajian data yang bernama Suryani mengatakan bahwa :
”Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara terus menerus, karena
layanan masyarakat khususnya di Banda Aceh selalu dilakukan
pengawasan dalam melayani layanan kependudukan masyarakat serta
kinerja pelaksana layanan bisa melayani semua dokumen kependudukan
masyarakat seperti KTP, KK, KIA (Kartu Identitas Anak). Dan layanan-
layanan yang paling sering diurus oleh masyarakat.”
Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan
informan, peneliti mengambil kesimpulan mengenai evaluasi kinerja pelaksana
yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh yaitu

dimulai dari operator layanan kependudukan yang melayani masyarakat,

selanjutnya dilakukan evaluasi kepada verifikator layanan yang memverikasi data

59 Wawancara dengan informan masyarakat berinisial 1K pada hari Senin tanggal 28
Maret 2023

80 Wawancara dengan kasi penyajian data berinisial S pada hari senin tanggal 28
Maret 2023
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masyarakat sampai kepada tahap pengesahan dan penandatanganan dokumen
yang akan ditangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
Banda Aceh. Serta evaluasi kinerja dilakukan dengan adanya pemantauan secara
terus menerus karena sebagai instansi yang melayani segala jenis layanan
kependudukan masyarakat dan untuk melihat sejaunmana keberhasilan dari setiap
kinerja pelaksana dalam menangani permasalahan kependudukan dan pencatatan

sipil.

4.2.2 Pelayanan dan Perekaman E-KTP

Pelayanan pembuatan E-KTP merupakan salah satu contoh bentuk
pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Proyek E-KTP ini
dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang
memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan
belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh
Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang
terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Kartu' Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP adalah dokumen
kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi
administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database
kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang
tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal
setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-

KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin
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Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi,
Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan). 6

Autentikasi Kartu Identitas (E-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu
verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah
laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari
(fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada E-KTP, yang
digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari E-KTP lebih canggih dari yang
selama ini telah diterapkan untuk SIM. Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam
bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip
yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi
dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk
sampai dapat dikenali dari chip kartu yaitu, sidik jari yang direkam dari setiap
wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan
datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan.

Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena alasan biaya paling
murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain, bentuk dapat dijaga tidak
berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun
kulit tergores, unik karena tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.
Struktur E-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan

dari  KTP  konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih

61 Solichin Abdul Wahab. 2004. “Analisis Implementasi Kebijaksanaan Negara.” (Jakarta :
Bumi Aksara). HIm. 56
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dantransparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Ketentuan pelaksanaan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang - Administrasi Kependudukan. Penerapan E-KTP
adalah Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 62

Adapun pasal-pasal dalam undang undang ini, yang mengatur tentang KTP
Elektronik, antara lain adalah pasal 63 dan penjelasannya, 64, 101 dan 102. Pasal
63 UU tentang Administrasi Kependudukan  menyebutkan, Penduduk Warga
Negara Indonesia dan Orang Asing (WNA) yang memiliki 1zin Tinggal Tetap
(ITAP) dan telah berumur tujuh belas tahun atau telah kawin atau pernah kawin
wajib memiliki E-KTP yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki satu E-
KTP. Orang Asing sebagaimana dimaksud melaporkan perpanjangan masa
berlaku atau mengganti E-KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat tiga
puluh hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir dan
Penduduk yang telah memiliki E-KTP wajib membawanya pada saat bepergian.®

Dalam melihat bagaimana implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh

maka peneliti mengambil fokus penelitian mengenai Pelayanan dan Perekaman E-

62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
83 Undang-Undang Pasal 63 Tentang Administrasi Kependudukan
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KTP, Sebagaimana terdapat beberapa indikator mengenai pelayanan E-KTP

sebagai berikut :

a. Persyaratan
b. Sistem, mekanisme dan prosedur
c. Jangka waktu layanan
d. Biaya/tarif

Berikut ini peneliti akan menjelaskan mengenai pelayanan E-KTP di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh dengan menggunakan
indikator diatas, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti jelaskan pada bab

ini.

a. Persyaratan

Persyaratan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan
pelayanan merupakan suatu tuntutan yang diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan)
dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan perundangan yang
berlaku. Persyaratan pelayanan yang dilakukan oleh disdukcapil kota Banda Aceh
dapat berupa kelengkapan dokumen, barang, dan jasa tergantung kebutuhan
masing-masing jenis pelayanan.

Perumusan persyaratan pelayanan perlu dibantu dengan mengidentifikasi
melalui cara melihat dasar hukum atau kebijakan/ketentuan dari tiap aktivitas
jenis pelayanan, sehingga kemudian dalam proses pelayanan dapat ditentukan

keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dalam
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merumuskan persyaratan,agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan,

konsistensi, dan  akuntabilitas, artinya  persyaratan  harus  mudah

dipenuhi,diikuti,tidak memberatkan,serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran

dan kepastiannya. Dalam mengurus persyaratan mengurus KTP, masyarakat harus

melengkapi persyaratan dengan membawa fotokopi Kartu keluarga (KK).%
Mengenai persyaratan pelayanan E-KTP, berikut akan peneliti jabarkan
berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang bernama Intan
keumala sebagai warga kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

“Saya mengajukan pembuatan KTP, ada persyaratan yang harus
dilengkapi yaitu saya membawa KK untuk kelengkapan dokumen
pada saat pembuatan KTP.”%

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Informan
sebagai masyarakat yang bernama NurAnisah. Sebagaimana pernyataan di bawah
ini.

“ Persyaratan yang saya bawa pada saat mengurus KTP yaitu saya
melampirkan beberapa dokumen kepada bagian pelayanan
pembuatan KTP di Disdukcapil Banda Aceh.”%®

Dari observasi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa persyaratan dalam
mengurus dan mengajukan pembuatan KTP  di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kota Banda Aceh yaitu harus melengkapi prosedur yang

ada,seperti membawa beberapa persyaratan sebagai kelengkapan dokumen

64 Fauzi Yudistira. 2010. “Implementasi Kebijakan Publik.” (Jakarta : Gramedia). HIm.
79

8 Wawancara dengan Informan masyarakat berinisial IM pada hari Selasa tanggal 29
Maret 2023

86 Wawancara dengan Informan Masyarakat berinisial NA pada hari Selasa tanggal 29
Maret 2023
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dalam pembuatan E-KTP. Penjelasan diatas diperkuat dengan pernyataan dari staf
bagian pelayanan pembuatan E-KTP sebagai berikut.
“Proses pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil kota Banda Aceh harus dilengkapi dengan kelengkapan dokumen
sesuai prosedur pelayanan dalam mengurus E-KTP. Sebagaimana
sudah ada SOP Pelayanan , dan masyarakat harus membawa KK
dalam mengajukan permohonan pembuatan E-KTP."

b. Sistem, mekanisme dan prosedur

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah
tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan
atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan. Analisis proses
dan prosedur ini harus dilakukan terhadap setiap jenis pelayanan yang
diselenggarakan di unit pelayanan tersebut.

Untuk menunjang kepastian dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme/tatakerja
dan prosedur, harus didukung dengan ketentuan SOP (Standard Operating
Procedures). Dalam merumuskan komponen mekanisme dan prosedur, agar
memperhatikan prinsip kesederhanaan, dan akuntabilitas, artinya langkah
pelaksanaannya harus mudah dijalankan, tahapan/hierarkinya dipadatkan,
diupayakan tidak banyak simpul/meja, dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenaran maupun kepastiannya. &

Sistem, Mekanisme dan Prosedur dalam pelayanan E-KTP Dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh yaitu ;

67 Abidin Zaid Zainal. 2004. “Kebijakan Publik.” (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa). HIm.
56
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1. Masyarakat mengambil nomor antrian, dan menunggu nomornya dipanggil
diruang tunggu.

2. Setelah dipanggil masyarakat menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi
kepada operator di counter pelayanan.

3. Masyarakat mengisi dan menandatangani formulir permohonan pelayanan
pendaftaran penduduk.

4. Operator memverikasi dan merekam data dalam basis data kependudukan.

5. Pejabat pengawas dan pejabat administrator yang menangani pendaftaran
penduduk melakukan verifikasi dan validasi persyaratan pemohon secara
berjenjang dan membubuhkan paraf.

6. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh
menerbitkan KTP Elektronik.

7. Operator mencetak KTP Elektronik.

8. KTP Elektronik diserahkan kepada masyarakat melalui petugas
pengambilan.

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka peneliti melakukan wawancara
dengan Informan Masyarakat yang sering mengurus layanan kependudukan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh terkait
bagaimana layanan kependudukan yang dilakukan dari Sistem, Mekanisme

dan Prosedur.
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Sebagaimana pernyataan dari Informan pertama sebagai masyarakat yang
bernama Dewi mengenai Sistem,Mekanisme dan Prosedur layanan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.

“Ketika saya mengajukan pelayanan dokumen di Disdukcapil,saya
mengambil nomor antrian selanjutnya menunggu dipanggil
diruang tunggu oleh counter layanan sesuai dengan jenis layanan
yang ingin saya ajukan.”®®

Pernyataan selanjutnya dari Informan kedua sebagai masyarakat yang

bernama Nurul mengenai Sistem,Mekanisme dan Prosedur layanan yaitu:

“Saya melakukan pembuatan KTP di Disdukcapil sebelum
dipanggil ke bagian conter layanan, sesuai dengan prosedur saya
disuruh  untuk mengisi formulir pembuatan KTP yang telah
diberikan.”%°

Berbeda dengan Pernyataan dari kedua Informan,sebagaimana wawancara
yang peneliti lakukan dengan Informan ketiga sebagai Masyarakat yang

bernama lhsan yaitu sebagai berikut :

“Saya mengajukan pelayanan di Disdukcapil kadang masih
adanya kendala sistem pada saat proses pembuatan KTP dan
sering bermasalah pada jaringan sehingga itu menyebabkan saya
harus menunggu lagi proses siap pembuatan E-KTP. Jadi
kejadian - seperti - ini -sering terjadi dan seharusnya perlu
diperhatikan kembali mengenai permasalahan dalam layanan
kependudukan.”’

68 Wawancara dengan Informan masyarakat berinisial D pada hari Selasa tanggal 29
Maret 2023

89 Wawancara dengan Informan masyarakat berinisial N pada hari Selasa tanggal 29
Maret 2023

"Owawancara dengan Informan sebagai Masyarakat berinisial | pada hari Selasa tanggal
29 Maret 2023
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Berdasakan observasi diatas,maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda Aceh sudah memenuhi standar pelayanan, yaitu
dengan adanya prosedur pengisian formulir pada saat awal pembuatan E-KTP.
Namun masih perlu dilihat bahwa sistem dalam proses pelayanan masih

mengalami permasalahan jaringan pada saat mengakses layanan kependudukan.

c. Jangka waktu layanan

Jangka waktu layanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Bentuk jangka waktu layanan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
kota Banda Aceh dengan melihat pekerjaan layanan.

Selanjutnya perlu  mempertimbangkan adanya kemampuan internal
diantaranya: sarana, peralatan, fasilitas, dan teknologi yang digunakan, beban
atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga kerja baik dari aspek
kuantitas maupun aspek kualitas yakni dan tingkat kompetensinya atau
keterampilan kerjanya, kedisiplinan, tanggungjawab serta pengalaman dalam
pemberian pelayanan selama ini, dan harapan masyarakat. Dengan mengetahui
analisis waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas pada setiap proses
penyelenggaraan  pelayanan, maka akan dapat ditentukan jumlah waktu

yang diperlukan untuk melayani satu  jenis  pelayanan, sejak  awal
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pemohon/masyarakat ~ memasukkan permohonan kepada petugas pelayanan
sampai dengan proses pelayanan selesai dilakukan. 7
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jangka waktu layanan, maka
peneliti melakukan wawancara dengan 5 Informan Masyarakat untuk
mengetahui bagaimana jangka waktu layanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda Aceh. Berikut ini wawancara yang peneliti lakukan
dengan Informan pertama yang bernama NurAnisah sebagaimana pernyataannya
berikut ini.
“layanan kependudukan di Disdukcapil Banda Aceh dilakukan
dengan adanya beberapa konter layanan yang disediakan sesuai
dengan jenis pelayanan, saat saya mengurus dokumen proses
layanan siap dalam waktu satu hari.”"?
Dan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan kedua dari Masyarakat
sebagai Informan kedua yang bernama Dewi, yaitu sebagai berikut.
“waktu layanan dalam mengurus dokumen seperti KTP dan KK
butuh waktu selesainya bisa satu hari atau harus menunggu
beberapa hari karena adanya kendala sistem ataupun menunggu
penandatanganan dokumen.””3

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan ketiga yang

bernama Intan Keumala sebagai Masyarakat yaitu sebagai berikut.

"L Subarsono. 2005. “Analisis Kebijakan Publik.” HIm. 43

2 Wawancara dengan informan Masyarakat berinisial NA pada hari Selasa tanggal 29
Maret 2023

3 Wawancara dengan Informan Masyarakat berinisial D pada hari Selasa tanggal 29
Maret 2023
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“Layanan di Disdukcapil Banda Aceh dilakukan sesuai dengan
jenis layanan yang ingin diproses dan pada saat saya melakukan
pengurusan dokumen, dokumen yang saya ajukan siap satu
hari.”"
Sedangkan wawancara yang peneliti lakukan dengan dua informan lainnya,
menyatakan bahwa proses layanan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda Aceh siap dalam jangka waktu satu hari.
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, maka peneliti mengambil
kesimpulan mengenai jangka waktu layanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda Aceh. Jangka waktu layanan dalam penyelesaian
segala jenis dokumen kependudukan masyarakat dilakukan dalam waktu satu
hari. Serta sesuai dengan prosedur pelayanan kependudukan bahwa jangka
waktu layanan dalam memproses segala jenis layanan kependudukan dilakukan
penyelesaian dokumen dalam waktu satu hari.
d. Biaya/Tarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan = kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat. Proses perumusan komponen biaya/tarif, langkah pertama perlu
memperhatikan apabila biaya pelayanan tersebut sudah diatur dalam ketentuan
(Peraturan Pemerintah mengenai PNBP atau Perda mengenai retribusi/pungutan

daerah) atas jenis pelayanan tersebut, maka ketentuan biaya tersebut tetap

74 Wawancara dengan Informan Masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023
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berlaku. Untuk selanjutnya dapat merumuskan analisis dan perhitungan
biaya/tarif pelayanan sebagai bahan untuk usulan perubahan penetapan biaya
lebih lanjut apabila dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan
yang ada. Dalam merumuskan biaya/tarif pelayanan perlu
mempertimbangkan, diantaranya kondisi sosial, daya beli masyarakat,
perkembangan harga yang terjadi, dan biaya operasional dalam proses produksi
pelayanan. Dalam proses layanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda Aceh setiap pengurusan dokumen tidak dikenakan
biaya (gratis).”™
Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan mengenai biaya/tarif dalam
layanan kependudukan dengan 5 informan yaitu berdasarkan pernyataan dari
Ihsan sebagai berikut :
“Disdukcapil Banda  Aceh dalam melayani  dokumen
kependudukan bagi masyarakat kota Banda Aceh sama sekali
tidak dikenakan biaya.”’®
Dan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan kedua bernama Nurul
sebagai masyarakat. Sebagaimana pernyataannya mengenai biaya/tarif di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Banda Aceh.
“Layanan kependudukan di Disdukcapil dilakukan secara gratis, dan

bagi masyarakat hanya mengikuti semua prosedur yang telah
diberikan sesuai dengan jenis layanan”’’

5 Subhan Suaib.2021. “Kualitas Pelayanan Publik.” (Mataram: Gramedia).HIm. 81

6 Wawancara dengan informan sebagai masyarakat berinisial | pada hari Selasa
tanggal 29 Maret 2023

T Wawancara dengan informan sebagai masyarakat berinisial N pada hari Selasa
tanggal 29 Maret 2023
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Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan ketiga yang bernama Dewi
sebagai masyarakat, sebagaimana pernyataannya berikut ini:
“Disdukcapil dalam melayani masyarakat terkait dengan segala
urusan kependudukan tidak dipungut biaya pada saat melayani
layanan kependudukan.”’®
Dan wawancara yang peneliti lakukan dengan dua informan yaitu NurAnisah dan
Intan Keumala mengatakan bahwa pada saat mengurus layanan kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya dan dilakukan
secara gratis.
Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan lima
informan sebagai masyarakat yang sering mengurus layanan kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh dalam melayani

masyarakat dilakukan secara gratis dan tidak dikenakan biaya pada saat mengurus

dan mengajukan segala jenis layanan kependudukan.

8 Wawancara dengan informan sebagai masyarakat berinisial D pada hari Selasa
tanggal 29 Maret 2023
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Data Perekaman E-KTP Perkecamatan kota Banda  Aceh

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh
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Setelah peneliti melakukan observasi mengenai pelayanan dan
perekaman E-KTP maka berikut ini peneliti akan menjelaskan mengenai
penyebab adanya Nomor Induk Kependudukan ganda yang terjadi pada saat
perekaman E-KTP berdasarkan fokus penelitian mengenai Implementasi Sistem
Informasi dan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kota Banda Aceh.

Penyebab terjadinya Nomor Induk Kependudukan ganda adalah karena
pada saat masyarakat pindah tempat tinggal namun tidak melakukan pelaporan
dan tidak mengurus surat perpindahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil setempat. Sehingga pada saat melakukan perekaman E-KTP dan dilakukan
pendataan ulang, maka data masyarakat tersebut menjadi ganda karena
disebabkan oleh data awal yang masih tersimpan di dalam sistem kependudukan.
Maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satu database dalam
kehidupan masyarakat.Data kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap
aktivitas kita diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada,
mengurus surat—surat kendaraan, -mengurus surat—surat tanah, dan lain

sebagainya.

Administrasi kependudukan berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan pada hakikatnya berkewajiban memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum
atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh

penduduk Indonesia yang berada didalam dan diluar wilayah Indonesia.
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Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen
kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta—akta catatan sipil,

termasuk akta kelahiran.™

Dokumen-Dokumen tersebut sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam
melakukan berbagai pelayanan di lembaga pemerintahan. Semakin banyak
penduduk di suatu wilayah, maka pemerintah dalam meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat membutuhkan identitas diri masyarakat tersebut.
Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku
ujung tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan
dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapatkan pelayanan yang

memuaskan.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti
perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem
informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan
efesiensi dan efektivitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Dengan suatu sistem informasi administrasi kependudukan
maka pengolahan data akan lebih mudah dan efisien.® Masyarakat bisa

mengolah data—data yang bersangkutan dengan pengurusan kependudukan

9 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
8 Muhammad Alfisyahrin, Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Di Indonesia.
(Jakarta : Yayasan Pusaka Obor Indonesia.2017),him.9
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disuatu daerah. Pemerintah perlu melaksanakan program tersebut dengan
sebaik—baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah.

E-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah
dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan
identitas kepada masyarakat, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung
kedalam satu database nasional. E-KTP diatur dalam UU No. 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan.dan Peraturan Presiden No. 26 Tahun
2009 tentang penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

Nasional.

Setelah adanya E-KTP, tentunya sangat terbantu untuk mengetahui
informasi  mengenai jumlah penduduk yang dalam hal ini sebagaimana yang
terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan mudah mengingat media pengolah data, dapat

digunakan melalui server jaringan internet.

Namun demikian, dalam penyelenggaraan E-KTP tentu tidak mudah
pengelolaan data secara online. Sehingga membutuhkan dukungan koneksi
jaringan internet ketika penduduk mendaftarkan dirinya, namun terjadi
permasalahan pada masyarakat yaitu adanya penemuan identitas ganda atau data
ganda yang dimiliki oleh penduduk karena disebabkan kurang paham pengelola

dan penduduk mengenai kegunaan Nomor Induk Kependudukan. Dalam
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Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di jelaskan

dalam pasal 1 angka 2 yaitu:

Nomor induk kependudukan selanjutnya di singkat NIK adalah Nomor Identitas
Penduduk vyang bersifat unik atau khas,tunggal dan melekat pada

seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia.®*

Sebagai Negara Hukum vyang demokratis, maka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan nasional termasuk pembangunan bidang
kependudukan wajib diatur dan dilaksanakan berdasarkan atas hukum sesuai
kehendak rakyat.? Karena itu, untuk memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi, dan status hukum pada setiap Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara
Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Undang-undang ini . pada prinsipnya memberikan landasan
hukum yang kuat bagi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang

memuat pengaturan dan pembentukan sistem secara komprehensif integral.

Salah satu elemen penting yang terkait dengan pengaturan kependudukan

adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas

8lperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

82 Jimly Ashshiddigie.2010.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Sinar
Grafika
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Penduduk Indonesia. Ini merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi
dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di
bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan
kependudukan, Nomor Induk Kependudukan dikembangkan ke arah identifikasi
tunggal bagi setiap Penduduk. Karena itu Nomor Induk Kependudukan bersifat
unik, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai
Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen
Kependudukan. Untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, setiap
penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan
pengisian formulir biodata penduduk di desa/kelurahan secara benar. Nomor
Induk Kependudukan wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan,
baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta
sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan

perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk di Indonesia pada dasarnya menganut stelsel aktif
bagi Penduduk yang dilaksanakan berdasarkan asas domisili atau tempat
tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang
dan/atau keluarganya. Demikian juga dengan Pencatatan Sipil menganut
stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas
peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh
dirinya dan/atau keluarganya. Karena itu, administrasi Kependudukan sebagai

suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari
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Penyelenggaraan administrasi Negara, dani sisi kepentingan Penduduk,
Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif,
seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen
Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Sebab, administrasi

kependudukan diarahkan untuk:

a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan

tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional.

b. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta

dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

c. Memenuhi data  statistik secara  nasional = mengenai  Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting.

d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara

nasional, regional, serta lokal dan

e. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga bertujuan untuk
memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk
untuk setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan
hak sipil penduduk, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara tertib
dan terpadu. Selain itu, juga bertujuan untuk menyediakan data penduduk yang

menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap
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kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menyediakan
data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil pada berbagai tingkat secara akurat, lengkap, mutakhir dan
mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan

pembangunan pada umumnya.

Kongkretnya Sistem Informasi Administrasi -~ Kependudukan (SIAK)
dimaksudkan untuk terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala
nasional yang terpadu dan tertib; terselenggaranya Administrasi Kependudukan
yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan terpenuhinya hak
Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang
professional dan tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara
akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi

perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Dari segi pengaturan tentang administrasi kependudukan dapat dikatakan
sudah cukup baik, namun dari sudut implementasinya ternyata masih menghadapi
permasalahan, antara lain masih ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
ganda, pemalsuan identitas diri, terjadinya kesalahan dalam pengentrian data
penduduk, dan hilangnya sebagian data-data penduduk. Faktor kurangnya tenaga
pengelola database, sarana dan prasarana juga menyebabkan pelaksanaan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menjadi kurang efektif.
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Terjadinya data Nomor Induk Kependudukan ganda, juga mencerminkan
ketidakpastian hukum implementasi Pendaftaran Penduduk melalui Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukandan Pencatatan
Sipil kota Banda Aceh yang akan berpengaruh negatif terhadap penentuan
kebijakan pemerintah di bidang politik (pemilihan umum, pemilihan kepala

daerah), ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Nomor Induk Kependudukan diformulasikan bersifat Unik dan khas serta tunggal,
sehinga diharapkan kasus data ganda tidak terjadi lagi. Namun dalam
pelaksanaannya ternyata masih ditemukan Nomor Induk Kependudukan ganda.

Faktor penyebabnya adalah:

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen
kependudukan dalam menunjang aktivitas mereka sehingga kesadaran untuk
mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih
rendah. Juga karena Kketidakjujuran warga dalam melaporkan keadaan
kependudukannya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatanm

Sipil.

b. Penduduk yang pindah ke daerah lain tidak melapor kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga NIK dari daerah asal
belum Ditransfer kepada dinas tempat tinggal yang baru dan untuk perekaman

e-KTP makanya ada yang ganda.
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c. Dari Pihak Sumber Daya Manusia (Operator Layanan) yang merupakan
Pegawai Negeri Sipil Dinas Dukcapil yang ditugaskan dan diberi kewenangan
untuk memeriksa berkas/dokumen persyaratan penerbitan, belum bisa
melaksanakan fungsinya dalam pengecekan data yang masuk melalui
komputer yang link antara loket dan server database, hal ini diakibatkan

kurangnya personil yang mampu pengoperasikan komputer dimaksud.

Dalam sistem administrasi kependudukan,setiap penduduk mempunyai hak
untuk memperolen dokumen kependudukan,pelayanan yang sama dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data
pribadi,kepastian hukum atas kepemilikan dokumen,informasi mengenai data

hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya.

Disisi lain, setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana pelayanan kependudukan,maka upaya
yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai

penyedia layanan adalah :

1. Masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan ganda melapor dan
membuat surat permohonan penghapusan Nomor Induk Kependudukan
ganda ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh.

2. Dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan

penghapusan Nomor Induk Kependudukan yang tercatat ganda sehingga
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masyarakat tersebut tercatat dalam sistem hanya memiliki satu Nomor Induk
Kependudukan.
3. Masyarakat melakukan satu kali perekaman ulang E-KTP.
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Nomor Induk Kependudukan ganda
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh, peneliti
melakukan wawancara dengan staf Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan bagian Pelayanan E-KTP yang bernama Suwaidi terkait Nomor
Induk Kependudukan ganda menyatakan bahwa
“Permasalahan NIK ganda saat ini masih ditemukan penyebab
terjadinya NIK ganda adalah ketika melakukan pembuatan E-KTP,
terjadi dua kali perekaman oleh sistem sehingga menyebabkan data
masyarakat menjadi ganda.”8®
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala bidang pengelolaan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bernama Irayana sebagai berikut
“Penyebab terjadinya NIK ganda adalah ketika masyarakat
melakukan pindah tempat tinggal namun tidak melapor terlebih
dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi ketika
dilakukan pendataan, data masyarakat tersebut akan menjadi ganda
didalam sistem layanan kependudukan.”
Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai Kasi Sistem

Informasi Kependudukan yang bernama Syafril sebagaimana pernyataannya

dibawah ini

8 Wawancara dengan informan berinisial SW sebagai kasi pelayanan E-KTP pada hari
Selasa tanggal 29 Maret 2023

84 Wawancara dengan informan berinisial | sebagai kabid pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023
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“NIK ganda terjadi karena ketika masyarakat ingin melakukan pindah
tempat tinggal tidak melapor dan mengajukan surat keterangan
pindah tempat tinggal. Sehingga ketika didaerah tempat tinggal yang
baru, saat dilakukan pendataan ulang penduduk, masyarakat tersebut
terdaftar mempunyai data ganda, jadi upaya untuk mengurangi tidak
terjadi lagi data ganda,perlu kesadaran dan pemahaman dari
masyarakat begitu pentingnya mengurus layanan kependudukan.”®®
Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan
informan mengenai permasalahan Nomor Induk Kependudukan ganda yang saat
ini masih ditemukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Nomor Induk Kependudukan
ganda terjadi karena pada saat pelayanan KTP terjadi dua kali perekaman dan bisa
terjadi karena sistem yang bermasalah serta Nomor Induk Kependudukan ganda
terjadi karena ketika masyarakat melakukan pindah tempat tinggal tidak membuat
pelaporan dan mengajukan surat pindah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Untuk mengatasi agar tidak terjadi lagi Nomor Induk Kependudukan ganda,
perlu kesadaran dari masyarakat mengenai dokumen kependudukan serta
koordinasi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan tertib
administrasi kependudukan agar tidak ditemukan lagi masyarakat yang memiliki
Nomor Induk Kependudukan ganda sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh

Dirjen Dukcapil bahwa setiap penduduk hanya memiliki satu Nomor Induk

Kependudukan. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan proses

8 Wawancara dengan Informan berinisial S sebagai kasi Sistem Informasi Kependudukan
dan IT pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023
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kependudukan masyarakat harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

AR-RANIRY
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BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda Aceh,serta wawancara yang peneliti lakukan
dengan 5 informan Masyarakat, peneliti mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Bentuk dukungan dan kerjasama yang baik antar kecamatan yang ada
dikota Banda Aceh yaitu dalam mengelola data kependudukan disetiap
kecamatan adanya aplikasi WayerHouse yang bisa diakses oleh kantor
camat kota Banda Aceh untuk pengecekan data kependudukan
masyarakat.

2. Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Banda Aceh melalui aplikasi SIAK adalah pada
proses layanan kependudukan adanya operator layanan yang melayani
masyarakat terkait jenis pelayanan yang ingin diajukan. Selanjutnya, ada
verifikator layanan yang bertugas memverifikasi data masyarakat sebelum
dilakukan pengesahan dokumen. Pada tahap akhir, adanya pengesahan
dokumen yang dilakukan oleh kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan menandatangani dokumen kependudukan

sebelum diserahkan kepada masyarakat.
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5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini yang berjudul Implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota

Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh untuk melihat kembali kompetensi pelaksana layanan kependudukan
supaya dalam layanan kependudukan tidak terjadi lagi keluhan dari
masyarakat mengenai ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen. Serta
diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda
Aceh untuk mengoptimalkan sistem layanan kependudukan pada saat
pelayanan dan perekaman E-KTP agar tidak ada lagi keluhan dari
masyarakat terkait permasalahan jaringan pada saat mengakses layanan
kependudukan.

2. Diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
menertibkan administrasi kependudukan agar tidak ditemukan lagi
masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan ganda karena
setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk

Kependudukan.
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